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Pihak yang Hadir: 
 

 

Kuasa Hukum Pemohon: 
 

Lukas Waileruny 

 
 

 
 
 

*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 

…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 

(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 
pembicara yang lain. 
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1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]  

 
Baik, kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 

57/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

 
 

 

Baik, tolong diperkenalkan, siapa yang hadir pada sidang kali ini?  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [00:22]  

 
Ya, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 

Yang hadir hari ini dari Kuasa Pemohon atas nama Lukas Waileruny, 

Yang Mulia.  
 

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:29]  
 

Baik, Lukas Waileruny, ya?  

 
4. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [00:35]  

 

Ya, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:35]  

 
Kuasa lain tidak hadir, prinsipal juga tidak hadir, ya?  

 

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [00:39]  
 

Tidak, Yang Mulia.  

 
7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:41]  

 

Baik. Kemudian saya mau beritahukan dan ini mohon konfirmasi 
nanti bahwa Mahkamah telah menerima surat tertanggal 15 Juni 2023 

yang ditandatangani oleh Laura Meydiana dan Lukas Waileruny, S.H., 
yang pokoknya mengatakan mencabut Permohonan Pengujian Materiil 
Pasal 4 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 … 1999 

Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya mau pertanyakan, ini 
apa benar, ya, dilayangkan surat ini?  
 

 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB 

KETUK PALU 3X 
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8. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:35]  
 

Ya, Yang Mulia.  

 
9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:36]  

 

Baik. Jadi isinya untuk mencabut, menarik kembali kalau istilah 
resminya, ya, menarik kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXI/2023, 
seperti itu, ya?  

 
10. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:53]  

 

Siap, Yang Mulia.  
 

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:54]  

 
Baik, kalau boleh tahu apa kira-kira alasannya mencabut?  

 
12. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:59]  

 

Alasannya yang telah dikemukakannya dalam surat (...)   
 

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:02]  

 
Intinya apa? Intinya. 

 

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [02:05]  
 

Intinya itu pada yang di poin kedua, Yang Mulia. Bahwa 

berdasarkan berhasil konsultasi dengan klien kami Maria Goretty, maka 
klien kami telah sepakat dan menyetujui untuk Permohonannya dicabut 
dan/atau ditarik dengan pertimbangan klien kami adalah pegawai negeri 

sipil yang wajib mendukung proses pemberantasan tindak pidana 
korupsi, dimana bila norma Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-
Undang Tipikor sepanjang frasa kata tidak dan frasa pengembalian 
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan 
salah satu faktor yang meringankan … dikabulkan oleh Mahkamah, maka 

akan merugikan klien kami termasuk para pegawai negeri sipil lainnya 
karena bila perhitungan kerugian keuangan negara (...)  

 

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:39]  
 

Baik.  
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16. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [02:40] 
 

Dan seterusnya. 

 
17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:41]  

 

Oke, sudah mengerti kita. Baik, itu alasannya, ya?  
 

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [02:44]  

 
Ya, Yang Mulia.  

 

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:45]  
 

Cukup, ya. Jadi resmi surat ini sudah kita konfirmasi benar, ya?  

 
20. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [02:54]  

 
Siap, Yang Mulia.  

 

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:55]  
 

Pencabutan ini dilayangkan oleh Kuasa, tanpa perlu saya 

konfirmasi dengan prinsipal lagi karena Saudara berdua adalah 
pemegang kuasa dari prinsipal, ya.  
 

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [03:07]  
 

Siap, Yang Mulia.  

 
23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:08]  

 

Baik, karena pemeriksaan sidang ini kita anggap sudah cukup, 
maka sidang kami nyatakan ditutup. 

 

 

  
 

 

Jakarta, 21 Juni 2023 
  Panitera, 

Muhidin 

   

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.18 WIB 
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